
J. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unciang Dasar Negara Republik 
Indonosia Tahun 194 5; 

a. bahwa untuk lcbih mernberikan kepastian hukurn dalam 

pernberian tambahan penghuailan bagi Pcgawai Ncgeri Sipil di 

Kabupatcn Grobogan berdasarkan kriteria beban kerja dan 

kela.ngkaan profesi serta guna menyesuaik.om~kembali besaran 

tambahan pcnghasilan dengan Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 188/22 Tahun 

2017 ten tang Persetujuan atas Permohonan Pernberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bcban Kerja, Tempat 

Bertugas, Resiko Kerja dun Kelangkaan Profcsi bagi Pegawai 

Negeri Siptl Tahun Anggaran 2018, maka Peraturar. Bupati 

Grobogan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemberian Tarnbahan 

Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnana dirnaksud 

dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupari tenrang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobcgan Nomor 8 Tahun 
2018 ientang Pernbcrian Tarnbahan Peughasilan bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pernerinrah Kabupaten Grobogan 
Tahun Anggaran 20 l 8; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA !£SA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN A'f'A8 PRRATURAN BUPATJ GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG PEMBERIAN TAMRA HAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPlL 

DI LJNGKUNGAN PEMl~RINTAH KABUP!\TEN GROBOGAN 
TAHUN ANGGARAN 2018 

TCNTANG - _, 

PERJ'.TURi\N BUPATI GROBOGAN 
NOMOI~ 13 T/\HUN 2018 

BUP!\'l'l GROBOGAN 
PROVINS! JflWJ\ TENG/\H 

., 
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Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisms [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 38:'i); 

4. Undang-Cndang N'omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Turnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

S. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 kntang Perbcndaharaan 

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4:-155); 

6. Undang-lJndang Nornor 15 Tahun 2004 tcntang Perncriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung' Jawab Keuangan Negara 

[Lembaran Negara Republik Indonesa] Tahun 2004 Nomor 66, ,. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4450); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun .201 l tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5234); 

8. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntarig Pemerinto.han 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'1 
Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) seoagaimana telah diubah beoero.pakali ccrakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 20:5 tents ... ng 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5679); 

ten tang 1999 Tahun 28 Nornor 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ienrang Pernbenrukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propir.si Jawa 

Tengah; 

3. Undang-Ur.dang 
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Menetapkan: PERATUR1\N BlJPATI TENTANG Pl!;RUBAHAN ATi\S PERATURAN 

BUPATI GROBOGAN NOMOR 8 TAHLJN 2016 'l'l!:NTANG 

PEMBERJAN TAMBA!iAN PENUHASILAN BAGT PEGAWAJ NEGERI 
SlPIL DI LINGT<UNGAK PEMERl:"JTAH KABUPATEN OROBOGAN 
TAHUN ANGGARAN 2018 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 

Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraruran Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang 
. I 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Per'aturan Presiden,_ Nsmor 52 Tahun 2009 centang Tambahan 
Penghasilan 'bagi ci'~ru Pegawai Negeri Sipil; 

13. Peraruran vlenteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun ?.006 teruang 
Pedornan Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana relah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Menteri Dakan 
Negeri Nomor 21 Tahun 201 l tcr.tung Perubahan Kcdua Atas 
Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Derita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

1,1. Peraturar- Menteri Dalam Ncgeri Nomor 19 Tahun 20 J 6 ten Lang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 547); 

15. Peraruran Daerah Kabupatcn Grobogan Not7l~r 8 Tahun 2013 
ten tang Pokok-pokok Pcngelolaa n Kcuangan Daerah (Lembaran 
Dacrah Kabupau.n Grobogan Tahun 2013 Ncrnor 8); 

16. Pcraturan uaerah Kabupatcn Grobcgan Nornor 12 Tahun 2017 
ten tang Anggaran Pendapaian dun Belanja Daerah Kabupatcn 

Grobogan Tuhun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Orobogan Tahun 2017 Nornor 12); 

17. Peraturan Bupati Grobogan Nornor 36 Tahun 2012 tentang 
Kriteria Pernberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pcrncrintah Kabupaten Grobogan 
(Serita Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nornor 34); 
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kcwenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupari Grobogan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah pcrangkat Daerah pada Pemerintah Dacrah 
selaku pengguna anggaran / pengguna barang. 

5. Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
sclanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara 

' Republik Indonesia yang relan mernen uhi syarar yang 

ditentukan, diangkat cleh pejabat yang oerwenang dan 

diserahi tugas dalarn suaiu jabatan negara atau diserahi 

tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang bckerja di 
Lingkungan Pcrnerintah Daerah. 

6. Anggaran Pcndapatan dan Flelanja Daerah Kabupatcn 

Grobogan yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

kcuangan cah un an Pcrncriruahan Dacrah yang dibahas elem 

disctujui bcrsarnn olch Pemer intah Daerah dan Dewan 
Perwakilan R:,,kyat Daera h dan ditecapkan dengan 
Per aturan Dacrah. 

7. . .Satuun Kerja Pengelota Keuangan Daerah yang selanjut:.ya 

disingkat SKPKD adalah pcrangkar Daerah pada 

Pemerintah Dacrah selaku perigguna anggaran/pe.nagun~1 
barang yang juga rnelaksanakan pengetolaan keuangan 
Daerah. 

mcnjadi yang pernerintahan uru san pelaksanaan 

Bcberapa ketentuan dalam Peraruran Bupati Grobogan Nomor 8 
Tahun 2018 tentang Pernberian Tambahan Penghaeilan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pcmcrintah Kabupaten 
Grobogan Tahuu Anggaran 2018 (Serita Daerah Kabuparen 
Grobogan Tahun 2018 Nornor 8) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga mcnjadi sebagai bcrikut : 
Pasal l 

Dalarn Peraturan l}},lpati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Perncrintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemorintahan Da~rah yang memimpin 

Pcti:.al I 



8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah organieasi rnandiri yang rnclaksanakan tugas tcknis 

operasional danj atau ocnunjang tertentu. 
9. Jabatan Pelakxana adalah sekelompok pegawai aparatur 

sipil negara , y1-1ng bertanggung jawab mclaksanakan 
kegiatan pelayanan publik sorta adrn.nist rasi pcrnerinrahan 
dan pembangunan. 

10. Koordinator Wilayah adalah Pejabai Fungsional atau 

Pejabat Pelaksana yang diberikan tu gas tambahan untuk 

mcrnbawahi bebcrapa unit kerja atau wilayah terte ntu 
scsuai dengan Kcputusan Kepala SKPD khusus untuk {JPT 
dihapus kcseluruhan, 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mernpunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dun bertindak 
sebagai bendahara umum dacrah. 

12. Bendahara Uruu:n Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalarn kapasitae scbagai 
bendahara umurn daeruh. 

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pem~ang kewenangan 
' pcnggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok 

dan furigsi SKPD yang dipimpinnya. 
14. Pcngguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik Daerah. 

15. Kuasa Beridahara Umurn Daerah yang selanjutnya 
cisingkat Kuasa BUD adalah pejabar yang diberikuasa 

untuk rnelaksanakan sebagian tugas BUD. 
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasauntuk mclaksanakan sebagiar. kewcnangan 

pcngguna anggaran dalarn melaksanakan sebagian tugas 
dan Iungsi SKPD. 

17. Pcjabat Penatausahaan Keuangan Sf<P;:J yang selanjutnya 

.. d.isingkat PPK-SKPD adalah pejabar yang melaksanakan 
fungsi tata uaaha keuangan pada SKPO. 

18. Pejabat Pelak sana Teknis Kegiatan SKPO yang selanjutnya 

disingkat l-'PTK adalah pejabat pada unir kerja SKPD yang 

rnelaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program scsuai dcngan bidang ·:ugusnya. 
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fungsional yang ditunjuk rnenerirna, menyimpun , 

mernbayarkan, menata-usahakan dan mem1;e~t.anggtmg 

jawabko.n uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBlJ pada unit kerja SKPD. 

25. Pembantu bcndahara adalah pelaksana yang menjalankan 
Iungsi sebagai kasir, pernbuat dokurnen pengelua-an uang 
acau pengurusan gaji. 

26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjurnya disebut 

PPKom adalah pcjabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

27. Perencana anggaran adalah pcjabat danjatau staf yang 
ditunjuk mcnyusun rencana Anggaran Pendapatan dan 

.. Belanja Daerah pada SKPD/8KPKD. 

28, Pcnyusun laporan kcuangar, adalah pejabat dan/alau staf 
yang ditunjuk unruk mcnyusun laporan keuangan daerah 
pada SKPD/SKPKD. 

29. Pejabar Penarausahaan Barang adalah kepala SKPI) yang 

mempunyai fungsi pengelolaan barang rn ilik dac;rah selaku 
pejabat pengclola kcuanga 11 daerah; 

pejabat 24. Bendahara pengeluarnn pembantu ·\adalah 

22. Bendahara Penerirnaan pernbantu adalah adalah pejabat 

Iungsional yang ditunjuk untuk menerirna, menyirnpan , 

menyetorkan, rnenaraosahakan, dan mernpertanggung 
jawabkan uang pendapatan duerah dalarn rangka 
pelaksanaan APJ31) pada unit kcrja SKPD 

23. Bendahara Pcngeluaran adalah pejabat ft.ngsiona! yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, mcrnbayarkan, 
menatausahakan clan rnempertangungjawabkan uang 
untuk keperluan bclanja daerah dalarn rcmgka pcluksanuan 
APBD pada SKPD. 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
mcnatausshakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan dacrah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. ~· 

l 9. Pemoantu tcknis pengguna anggaran adalah Kepala UPT 

yang rnengelola anggaran. 

20. Pernbantu adrr.in isu-as] pengguna anggaran arialah Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha yang mengelola anggaran. 
21. Bendahara Pencrimaan adalah pejabat Iungsicnal yc:.ng • 
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Pasal 3 

(1) Tambahan Penghasiian cerdasarkan tugas pokok clan 
Iungsinya diberikan dengan krlteria : 
a. bcban kerja; 
b. ternpat bertugas; 

c. kondisi kerja [resiko kerja]; atau 
d. kclangkaan prolcsi. 

/2) Tambahan Penghasilan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 

hanya diberikan berdasarkan satu kriteria saja, kecuali 

untuk teknisi jaringanj' programmer serra admin e-planning, 

mcnatausahakan dan rnempertanggungj.awabkan barang 

" milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 
35. Tekniai ,Jari.ngan adalah peja bat/ staf pada Din as 

Komunikasi dan Informauka yang ditugaskan untuk 

rnengelola jaringan, server dan aplikasi e-goven1rnent. 
36. Tarnbahan Pcnghasilan adalah tambahan pcnghasilan J. 

luar gaji dan tunjangan yang sudah diterirna PNS d: 

lingkungan Pemcrintah Daerah secara rutin setiap bulan. 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, schingga berbunyi scbagai 

berikut : 

rnengeluarkan, menyimpan, mencrima, tugas 

30. Kuasa Penggur;a Barang Milik Dacruh selanjutnya disebut 

sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja 

atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik- baiknya. 

31. Peja bat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat 

yang rnelaksanakan fungsi tata usaha barang rnilik daerah 
pada Pengguna Barang, 

32. Pengurus Barang Pe ngguna adalah .Jabatan Fungsiona! 

Umum yang discrahi tugas menerima, mcnyimpan, 
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada 
Pengguna Barang, 

33. Pcrnbanru Pcngu: us Barang Pcngguna adalah pe tgurus 
barang yang mcrnbantu dalam pe nyiapan administraai 

maupun teknis penatausahaan barang m.lik daerahpada 
Pengguna Barang. 

34. Pengurus Barang Pcmbanru Pengguna adalah yang diserahi 
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seluruh PNS berdasarkan n.gas pokok dan fungsi, kecuali 
yang telah menerima Tunjangan Profesi Gui ... 1. 

(3) Khusus untuk Staf Ahli Bupati dan Asisren Sekretaris 

Daer ah rnendaparkan tarnbahan perighasilan dari satu 

kompone n carnbahan pcnghasilan bcrdasarkan tugas pokok 
dan fungsir.ya. 

(4) Dalarn hal PNS mcrar.glcap tugas sebagai pcngelola 

keuangan dan/atau pengurus barang, penyusun anggaran 
dan/atau pernbuat laporan keuangan, sclain rnenerirna 
tarnbahan penghasilan rnendasarkan tugas pokok dan 
Iungsi dari pejabai maupun staf dapat diberikan tarnbahan 
penghasilan sebagai pengclola keuangan dar./atau pengetola 
barang. 

(5) Khusus untuk Kasubag Perencanaan da n Keuangan paclu 

SKPD tipe B dan tipe C, dan KccaniaLan yang terdapat 

Kelurahan diberikan tambahan penghasila n selaku PPK 

kerja normal. 

(2) Tambalran pcnghasitan berdasarkan beban kerja 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) d.berikan kepada 

Pasal 4 

(1) Tarnbahan pcnghasilan bcrdasarkar, beban kerja 
sebagaimana dimaksud ualam Pasal 3 ayat ( lJ huruf a 
diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk 
mcnyclcsaikan tugas-tugas yang dinilai mclarnpau, beban 

tarnbahan sebagai pengclola keuangan. 

(5) Tumbahan Penghasilan sebagai:nana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b diberikan kepada PNS yang diber ikan tugas 
tambahan sebagai pengelola barang, 

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikui : 

(4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
huruf a diberikan kepada PNS yang diberikan tugas • •• • -i 

. ' 
a. pengelola kcuangan: dan/atau 
b. pengelola barang. 

bagi: 

e-budgei-ing dan Sistern Inforrnasi Manajemen Keua ngan 
Daerah. 

(3) Selain diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diberikan tam bah an per.ghaailan 
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(4) Pcnghitungan nominal tambahan pcnghasilan sebagaima-ia 

dirnaksud pada ayat (2) didasarkan pada pagu dana pada 

saat per.etapan J\l)BD dengan kctentuan scbagai berikut: 

a. Penggunu Anggaran, PPl<-SKPD dan bendahara 

pengeluaran didasarkan dari keseluruhan pagu dana 
yang dikelola ST<PD; 

b. Bcndahara pcngcluaran PPKD berdasarkan Belanja 
Tidak Langsung yang dikelola; 

c. Pcmbantu bcndahara gaji didasarkan dan gaji yang 
dikelola SKPD; 

Pasal 5 
(1) Besaran ·nominal pernberian tarnbahan penghasilan 

berdasarkan beban kerja mendasarkan tuga s pokok dan 
fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) adalah 
sebagaimana tercanrurn dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

(2) Besaran nominal pernberian tarnbahan penghasilau 

berdasarkan tugas sebagai pengelola kcuangan sebagairnana 
' dimaksud Pasal 4 ayat (4) tercantum dala m Larnpiran !J yang 

merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Perat uran Bupati 
ini. 

(3) Besaran nominal pernberian tarnbahan penghasilan 

berdasarkan tugas sebagai pengelola barang sebagaimana 

dirnaksud Pasal 4 ayat (4) tcrcan tum dalam Lampiran llJ 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

penyusu!1 anggasan Sl{PD juga diberikan tarnbahan 
penghasilan selaku penyusun anggaran SKPKD 

4. Ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Iungsi 

sclaku 

(7) Kasubag Pcrcncanaan SKPD y~mg mclaksanakan 
SKPKD selain dibcrikan tambahan pcnghas.lan 

SKPD, penyusun anggaran SJ<:PD dan pernbuat laporan 

keuangan SKPD. 

(6j Kasubag Kcuangan SKPD ya11g rnelaksanakan fungsi SKPD 
dan Iungsi SKPKD diberikan tambahar: penghasilan selaku 
PPK SKPD, Pelaksana Teknis Kegiatan BUD can PPKD scrta 
pembuat laporan keuangau SKPO. 
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berdasarkan pcrtirnbanga-, jurnlah barang yang dikelola, 
Rt1u11g Pekerjaan Umum dar; Pe nataan Din as 

penghasilan didasarkan alokasi bclanja langsun1;; yang 
dikelola: 

b. khusus uruuk Dinas Pcndidikan, Dinas Kcsehatan , 

tam bah an peng:iitungan orang, [satu) 

p~rtimbang:;m jurnlah barang yang dikelola, kompetensi, 

beban kerja Lian pertimbangan objektif lamnya dapat 

mengusutkan pcngurus barang pembantu lcbih dari 1 

berdasarkan :)aerah untuk Sekretariat 

(5) Penghitungan nominal iambahan oenghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pagu belanja 

langsung yang dikelola SKPD dengan ketentuan sebagai 
berikur : 

pcnetapan Perubahan APBD dan pcrnberian tunjangan 
tidax berlaku surut: 

g. PPKom didasarkan pada besaran Anggaran Pcnugasan 
sebagai PPKom pada SKPD; 

h. Pcnyusun Auggaran SKPD, Pembuat Laporan Ke uangan 

SKPD didasarkan pada belanja langsuug SRPD; 

L selain yang tersebut dalarn huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h 

didasarkan pada pagu belanja langsung yang dikelola 
SKPD 

dalarn ditetapkan sejak ditcrimakan runjangan 

d. Khusus Dinas Pcndidikan karena rentang kcndali, 

jurnlah sekolah dan anggaran yang dikclola dapat 

menctapkan lcbih dari 1 (satu) orang pcmbantu 

bendahara gaji atau sejenisnya, de ngan penghitungan 

tambanan penghasilan didasarkan pada gaji yang 

dikclola bendahara; 

e. Bendahara penerirnaan dan bendahara penerimaan 
pcmbantu SKPD didasarkan dari pendapatan yang 

dikelola dengan batasan pendaparan yang dikelola 

sebagaimana tercanrurn didalam Pcraruran Daerah 
ten tang t\l'IJD Tahun berkenaan; 

f. Dikecualikan kctentuan sebagaimana clirnaksud huruf e 

bagi pendaparan daerah SKPD yang belum dicetapkan di 

dalarn Pcraturnn Dacrah Lcntang APBD, pernber ian 
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Pasal 11 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf ct 

Pasal6 

(1) Kepala 8KPD merrunjuk pejabat pada unit kerja SJ<PD 

selaku PPTI<, PPJ<-SKPD, Pernbantu Benda hara, Pcngurus 
Barang SKPD, Pcnyusun Anggaran SKPO, Pcrnbuat Laporan 
Keuangan SKPD dan Pejabat lain yang bertugas membantu 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya. 

(l) Jumlah PNS yang diberi tugas sclaku Penyusun Anggaran 
dan Pembuat Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD 
sebagairnana dimaksud pada ayat 11) paling banyak 2 (dua) 
orang, kecuali untuk pernbuat laporan keuangan pada Dinas 
Pendidikan paling banyak 7 (tujuh) orang. 

(2) !{cµa.la SI<PKD menunjuk pejabar yang bertugas membantu 
pelaksana teknis kegiatan PPKD. 

6. Ketentuan ayat (4i Pasal 11 diubah, sehingga bcrbunyi sebagai 
berikut: 

pelaksana tcknisi koordinator wilayah didasarkan 

alokasi belanja langsung yang dikelola pada rnasing 
masing unit pclaksana LeKnis/ koordinator wilayah. 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga·.berbunyi sebagai 
berikul ; 

unit pcnghasilan tambahan c. pcnghitungan 
didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola. 

penghasilan tambahan pcngh i tungan dcngan 

bcban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau renrang 

kendali dan pertirnbangan objektif la:nnya dapat 
mengusulkan : 

Satu orang pengurus barang dengan penghitungan 
tambahan penghasilan didasarkan pagu anggaran 

oelanja langsung yang dikelola sebagairnana 
tcrcantum pada Larnpirar; Ill yang rncrupakan bagian 

udak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
Pernbanju -pengurus barang paling banyak 3 (tiga) 
orang dengan penghiiungan tarnbahan penghasilan 
didasarkan aiokasi belanja langsung yang dikclola; 
dan 

Pengurus barang pernbantu lcbih dari l (satu] orang, 
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ayat (2) clan tambahan penghasilan 

keuangan pada Dinas Pendidikari 

dimaksud dalarn Pasal 3 

bagi pembuat laporan 

Tarnbahan Penghasilan kepada PNS, termasuk didalamnya 

pcmberian tarnbahan pengnasilan bagi teknisi 

jaringan/ programmer serta admin e-planning, e-budqetinq dar: 

Sistem lnforrnasi Manajerncn Keuangan Dacrah sebagaimana 

lnformatikasehagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b 

berdasorkar; Keputusan Kepala SKPD mengenai penugasan 

PNS sebagai tcknisi jaringan clan programmer mengacu 
keahlian yang scsuai, 

(5) Pcrnbcrian tambahan pcnghasilan bagi adrnin e-ptonniruj, e. 
buclgeling dan Sistern lnforrnasi .vlanajemen Ke'uangan 

Daerah pada Radan Percncanaan Pembangunan Daerah dan 

Badan Pcndupatan Pengclclaau Keuangan dan Asel Daerah 

berdasarkan keputusan Kepala Sl<PD mcngenai penugusan 
scbagai adrnin dirnaksud. 

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

oagi teknisi jaringan dan 

" Korrrun i kasi dan 

(4) Pcmberian tambahan penghasitan 
programmer pada Dinas 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d 

berdasarkan Kepurusan Bupati rnengenai penetapan PNS 

dalarn .Jabatan Fungsional Terron tu dirnaksud. 

Perikanan Pctcrnakan Pertanian ser ta Dinas 

Penge.olaan Keuangan dan Aset Daerah; 

cl. penyuluh pcrtanian pada Dinas Pertariian serta Dinas 
Peternakan clan Perikanan. 

(3) Pernberian tarnbahan penghasilan bagi aparat pemeriksa 

pada Inspektora; dan penyuluh pertanian pada Dinas 

Pcndapatan Badan Pembangunan Daerah dan 

diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan iugasnya 
dengan keahlian tertentu. 

(2) Pemberian tarnbahan penghasilan berdasa-kan kcla ngkaar; 
profesi diberikan kepada : 

a. aparat perneriksa pada lnspektorat; 

b. teknisi jaringan dan programmer pada Dinas Komunikasi 
dan Inforrnatika; 

c. adrnin e·plannin.y, e-budqetinq dan Sistern Informasi 
Manajernen ; .. Kwangan Daerah di Badan Perencanaan 
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SERITA DAERA!-1 KABUPATEJ'\ GROFlOGAN TAHUJ\: 2018 NOMOI~ 13 

MOHA 

Diundangkan di Purwodad i 

pada tanggai 20 Maret 2018 
SEKRETAR BRAH 

KA TEI\ GROBO ',N, 

Ditetapkan di Purwodadi 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d:i..;ndangkan. 
Agar setiap orang mengcJahuinya, memerintahkan pengundangan . . -·· ..., ,;"· 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah 
Kabupaten Grobogan. 

Pasal JI 

sebagairnana dimaksud dalarn Pasal (i ayat (2), diberikan 
terhitung mulai bulan .Januari 2018. 

8. Kctcruuan Larnpiran I diubah, schingga berbunyi sebaga:manu 

tercanturn dalam Larnpiran y~~ng merupaka-i bagian tidak 
'tcrpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

' 
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-------- 

dan I 
dan I 

I 
P:--JS I 
l'NS I 

9. Esclon IV a (SKPD! 

10. Eselon IV a (UPT 
Kccamaran] 

l l . Esclcn IV b (SKPO 
Kasubbag pada LiP'l1 

12 Staf CPNS dan 
Golongan Ill dsn IV 

J 3. Staf CPNS dan 
Oolor.gan 1 dan II 

8. Sckreraris Kccarnatan 

I 
2.000.000 I 

2.C00.000 I 
I 

1 200.000 I 
900.000 I 
100 ooo I 
soo.ooo I 
450.000 I 

2.250.000 

2 soo.ooo I 
I 

Purwodadi 
5. Kepala Bagian di Sckretariat 

Daerah, Kepala l3agian di 
Sekretariat DPRD, 
Sekretaris Inspcktoret, 
lnspcktur Pembantu, Camat 
dan Sekrctar.s di Badan 

6. sekretarts Dinas, Kabid di 
Radan dan Wakil Direktur 
RSVD Dr. Soedjati 
Purwodadi 

7. Kepala l:}idang di Dinas dan 
Kcpala Baglan di RSUD Dr 
Socdjat: Purwodadi 

11500.000 ' 

5.000.000 

6.000.000 

Besaran Tunjangan 
Setiap Bulan 1 

l---"'-===---"-'=--1----l.R=--·--·I 
10.0C0.000 

------ - 

BESARAN TAMS.A.HAN P8NGHASLAN 

LAMl'l~N 
PBHi\TURAN BUPi\TI GROl30<..iAN 
NOMOR 13 TAJ IUN 2018 
1'E:-lTANG 
PE:nUBAHi\N ATAS P8RATCRAN BUPATI 
OR0£30GAN NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTAXG PEMBERlAN TAMl.lAHAN 
PENGHASlLAN BAGI PiCAWAI NBGERJ 
snn, DI LJNGJ<UNUAN PEMERINTAH 
J<ABUPATEN CHOBOGAN TA HUN 
ANG<JAl~AN 2018 .., 
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750.000 2. Penyuluh Pertanian Tcrarnpil 

1.250.000 l. Penyuluh Pertanian Ahli 

800.0QO 
Admin e-goverrnent dan 
SIMDt. 

b. T::unbahan 
Penghasilan bagi l. 
Teknisi Jaringan 2. 
dan Progr amer, e 
governmen l Pada 
Dinas 
Komunikasi dan 
Inforrnatika, 
BAPPEDA dan 
BPPKAD. 

c, Tambahan 
Penghasilan bagi 
Penyuluh 
Pertanian pada 
Dinas Pertan ian 
dW1 Dinas 
Peternakan .. dan I 
Perikanan 

2.000.000 

2.500.000 

900.000 

1.750.000 

i.soo. COO 

1.250.000 

1.150.000 

1. .sc.ooo 

600.000 

600.000 
2 Tambahan Peng- 1. Tenaga Pcndidik di daerah 

hasilan Bagi Pegawai yang merniliki kesulitan tinggi 
Berdasarkan Ternpat clan daerah terpencil 
Bertugas 2. Tenaga Me dis dl daerah yang 

merniliki keaulitan tinggi dun 
daerah lCIJ?encil 

3 Tambahan Peng- 1. Petugas jontgen di RSUD Dr. 
hasilan Bagi Pegawai · Socdjati Purwcdadi 
Berdasarkan Resiko 2. Petugas rontgen di Dinas 
Keria Kesehatan ~"-'-'-=a.'--~~~~~~~+-~~~~~~~~ 4 Tambahan Peng- 
hasilan Bagi Pegawai 
Berdasarkan 
Kclangkaan Profesi : 
a. Tarnbah an 1. Auditor 'i'ingkaL Trarnpil 

Penghasilan Pclaksana 
Aparat Perneriksa 2. Auditor Tingkat Tcrarnpil 
pada lnspektorat Pelaksana Lanjutan, Auditor 

Tingkat Terampil, Pe nyelia, 
Auditor Tingkru Ahli Pertama, 
Pengawas Pernerinrah 
Pertama 

3. Auditor Tingkai Ahli Muda, 
Pengawas Perncrintah Muda 

4. Auditor Tingkat Ahli Madya, 
Peugawas Pemerintah Madya 

5. Auditor Tingkat Ahli Utarna 

Teknisi Jaringan / Prograrner 

Jenis Tambahan 
Penghasilan No 

Pejabat dan Staf yang Besaran Tunjangan 
Mendapat Tunjangan Setiap Bulan 

(Berdasarkan Tupoksi} (Rp} 1--~1-·~~~~~~~~~..,...~...1:~;.:;;;;.;;;,;;;.:=~..;..;CaL;.;;;;;..c.,.,~--;~~~ ........... ~~""'--1 

I 

• 
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